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Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubab beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, perlu membentuk Peraturan Daerab tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tabun Anggaran 2020.

BUPATIBIMA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN
ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH

TAHUNANGGARAN2020

PERATURANDAERAHKABUPATENBIMA
NOMOR ~ TAHUN 2021

BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Nomor 4502, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

9.

8.

7.

6.

~ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
egara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 5

Tambahan Lemb N R" r ,aran egara epublik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Ketja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5.
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Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagairoana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5209);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republuk Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

14.

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

13.
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 450);

20.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/.Iasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/.Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 63);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

21.
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(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berupa Laporan Keuangan
yang memuat:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan SAL;
c. laporan operasional;
d. laporan perubahan ekuitas;

e. neraca;
f. laporan arus kas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020.

MEMUTUSKAN :

BUPATIBIMA

DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBIMA
dan

Dengan Persetujuan Bersama

27.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima
Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bima Nomor 02);

Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bima Tahun 2019 Nomor 38, Tambaban
Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tabun 2019 Nomor 98)
sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun
2020 Nomor 40);

26.

Menetapkan
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31.967.678.756,02)(Rp.

41.874.435.863,72)
9.906.757.107 .70)

(Rp.
(Rp.

a. Surplus/ defisit setelah perubahan
b. Realisasi

Selisih kurang

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/ defisit sejumlah
(Rp.31.967.678.756,02) dengan rincian sebagai berikut:

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah
Rp.61.949.634.624,96 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.815.899.185.634,15
b. Realisasi Rp. 1.753.949.551.009.19

Selisih kurang Rp. 61.949.634.624,96

Rp. 1.744.042.793.901.49
Rp. 29.981.955.868,94

b. Realisasi
Selisih lebih

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 sebagai berikut:
(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah

Rp.29.981.955.868,94 dengan rincian sebagai berikut;
a. Anggaran pendapatan Rp. 1.774.024.749.770,43

setelah perubah an

Pasa13

39.104.262.080,02Rp.

57.739.165.787,72
8.728.146.600.00

Rp.
Rp.

Penerimaan
Pengeluaran

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Berkenaan

Laporan R ali ,e isasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf a tahun anggaran 2020 sebagai berikut:
a, Pendapatan Rp. 1.744.042.793.901,49
b. Belanja dan Transfer Rp. 1.753.949.551.009,19

Surplus/defisit (Rp. 9.906.757.107,70)
c. Pembiayaan

Pasa12

(2) Laporan Keuan
de gan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiringan Ikhtisar
D Laporan Keuangan Badan Usaba Milik
aerah/Perusah Daan aerah dan Ikhtisar Laporan Keuangan Desa.
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a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 49.224.435.863,72
b. Penggunaan SALsebagai Penerimaan

Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 49.224.435.863272
Sub Total Rp. 0,00

c. Silpa/Sikpa Rj2. 39.104.262.080202
Sub Total Rp. 39.104.262.080,02

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya Rp. 0,00

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 39.104.262.080,02

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada
Pasa11 ayat (1) hurufb per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

Pasal4

a. Anggaran pembiayaan netto setelah
perubahan Rp. 41.874.435.863,72

b. Realisasi =R.:;p..;...._----:4;..::;;9...;.;.0::;.,.;1:;;..,:1=..::;..0.::;..19:;...;.:..,;;;;1..:;8-=-7.1...:.7-=.2
Selisih kurang (Rp. 7.136.583.324,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejurnlah
(Rp.7.136.583.324,OO) Dengan rincian sebagai berikut:

628.146.600,00)(Rp.

8.100.000.000,00
8.728.146.600,00

Rp.
Rp.

pembiayaan setelah perubahan
b. Realisasi

Selisih kurang

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah (Rp.628.146.600,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran

7.764.729.924,00)(Rp.
57.739.165.787,72Rp.
49.974.435.863,72Rp.

(4) Selisih An
. ggaran dengan Realisasi penerimaan pembiayaan

seJUmlah (R
P.7.764.729.924,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan
pembiayaan setelah
perubahan

b. Realisasi

Selisih kurang
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Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1)huruf f untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai

berikut:

Rp. 2.705.033.573.837,54
Rp. 1.577.830.489,00
Rp. 2.703.455.743.348,54

Pasal8

a. Jumlah Asset
b. Jumlah Kewajiban
c. Jumlah Ekuitas

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31
Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

(RD, 75.302.227.697,41)
Rp. 2.703.455.743.348,54

Pasal 7

d. EKUITAS AKHIR

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat
(1) huruf d per 31 DesemberTahun 2020 sebagaiberikut:

a. EKUITAS AWAL Rp. 2.685.645.118.583,21
- Koreksi Saldo Awal RD. 0,00
Saldo Ekuitas awal setelah Koreksi Rp. 2.685.645.118.583,21

b. SURPLUS / DEFISIT LO Rp. 93.112.852.462,74
c. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN

KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

(RD· 17.946.926.208,66)
Rp. 107.085.975.397,74
(Rp. 13.973.122.935,00)
Rp. 93.112.852.462,74

Rp. 1.753.066.112.137,63
RD· 1.628.033.210.531,23
Rp. 125.032.901.606,40

Pasal6

SurpluS/Defisit K .
c. SurpluS/D fi eglatan Operasional

e sit dati Kegiatan
NonOperasional
Surplus/Defisit SebelumPosLuarBiasa

d. Pos Luar Biasa
Surplus- LO

La Pasal5
poran Operasional

untuk tab sebagaitnana dimak
b Un Yang berakh' sud Pasal 1 ayat (1) huruf c

seag'b Irsam'ai erikut: pat dengan 31 Desember tahun 2020

a. Pendapatan
b. Beban
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Laporan Perubahan Ekuitas
Neraca
Laporan Arus Kas

Laporan RealisasiAnggaran
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menuru t
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program
dan kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program dan kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan Negara;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Operasional

d. Larnpiran IV
e. Lampiran V
f. Lampiran VI

b. Lampiran II
c. Lampiran III

Lampiran 1.4

Lampiran 1.3

Larnpiran 1.2

a. Lampiran I
Lampiran 1.1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 8elanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Pasa110

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1)
huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat infonnasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal9

Rp. 49.224.435.863,72
Rp. 246.116.188.856,30

(Rp. 256.522.945.964,00)
Rp. 286.583.324,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00
RJ2. 326.000100
Rp. 39.104.588.080,02

a. Saldo kas aWaI

per 1 Januari tahun 2020
b. Arus kas dari akti .

Aru Vltas operasi
c. s kas dan akti. .

non k Vltasmvestasi aseteuangan
d. Arus kas dan '.

aktiVltas pembiayaan
e. Arus kas dan akti .vitas non anggaran
f. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan
g. Saldo Kas Lainnya .

h. Saldo Akhir Kas
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Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian
dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasa112

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(2) terdiri dari :

a. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

b. Ikhtisar Laporan Keuangan Desa sebagaimana tercantum daIam
Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Catatan Atas LaD poran Keuangan
aftar Rekapitulasi Piutang D ah

Daftar R k . aere apltulasi Pen' ih .
Daftar Reka . . )'IS an Piutang TakTertagih

Pltulasl Dana Bergulir dan Penvisihan
DanaBergulir J£

Daftar Penyertaan Modal (Investasi)Daerah
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
Daftar Dana Cadangan Daerah
Daftar Kewajiban Jangka Pendek
Daftar Kewajiban Jangka Panjang
Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya.

•

o. Lampiran XV
p. Lampiran XVI
q. Lampiran XVII :
r. Lampiran XVIII :
s. Lampiran XIX

m. Lampiran XIII :
n. Lampiran XIV

k. Lampiran XI
1. Lampiran XII

g. Lampiran VII
h. Lampiran VIII
i. Lampiran IX
j. Lampiran X
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LEMBARAN DAERAH KABUPATENBlMA TAHUN 2021 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BlMA, PROVlNSI NUSA

TENGGARA BARAT: TAHUN 2021

H.M. TAUFIK HAK

SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN BIMA,

2021
Diundangkan di Bima
pada tanggal,

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

BUPATI BIMA,

2021
Ditetapkan di Bima
pada tanggal,

Pasal13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar tise lap orang mengetah . .
P

umya, memenntahk
eraturan Daerah ini d an pengundanganengan penempatannya dal Le
Kabupaten Bima. am mbaran Daerah


